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ABSTRAK  
 

ANALI SIS KRIMINOLOGIS KEJAHA TAN PENGANCAMAN 

TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE 

(Studi Pada Wi layah Kepolisian Daerah Lampung) 
 

Oleh: 

 

M DEVIN APRIL IAN WN 
 

Tindak pidana intimidasi atau pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut. Kata intimidasi 

terkandung makna secara memaksa, menggertak atau mengancam, hal ini 

dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Pasal 

368 Ayat (1) dan 369 Ayat (1) KUHP. Namun bagi pelaku tindak pidana intimidasi 

di bidang Financial technology (fintech) masih belum maksimal. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab pelaku melakukan 

pengancaman terhadap nasabah, Apakah bentuk-bentuk cara penagihan pelaku 

pinjaman online (daring) ilegal dan Bagaimana cara upaya menanggulangi bagi 

pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman online (daring) ilegal. 

 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan 

adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dar i 

Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab pelaku melakukan 

pengancaman terhadap nasabah adalah lemahnya regulasi baik dari sistem 

pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi 

lain,  praktik  itu  juga dikarenakan kondisi ekonomi yang  sulit  akibat  pandemi 

Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Oleh karena itu 

pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor 

keuangan formal lainnya seperti bank, yang biasanya memiliki banyak persyaratan 

serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen, sehingga dalam penagihan 

juga akan dilakukan secara semena-mena. (2) Bentuk-bentuk cara penagihan pelaku 

pinjaman online (daring) ilegal berupa tindakan penagihan pinjol memakai 

ancaman kekerasan atau tindakan serupa lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Kemudian, apabila tindakan 

“pengancaman” dilakukan melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak 

menggunakan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE. 
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(3) Cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan 

pinjaman online (daring) ilegal yaitu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian 

Komunikasi dan Informatika  (Kominfo), OJK dan kepolisian dalam mengawasi 

layanan pinjaman online, peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya regulasi 

terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal dan perlunya 

evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman 

online di OJK. 

 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran perlu adanya koordinasi 

antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman online agar masyarakat dapat 

memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal dari segi 

legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Perlu adanya koordinasi 

antara Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam 

menetapkan bentuk perjanjian atau dokumen pinjaman online agar isi klausula tidak 

merugikan   pengguna   layanan.   Otoritas   Jasa   Keuangan   perlu   melakukan 

penyusunan Undang-Undang Financial technology sebagai dasar hukum dalam 

melakukan penindakan terhadap pinjaman online illegal yang merugikan 

masyarakat. DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 

Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan penetapan RUU 

Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Dimana perlunya aturan lebih 

lanjut tentang entitas fintech illegal   serta pengaturan tentang pentingnya 

keberadaan lembaga pengawas independent sebagai lembaga yang melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran hak atas data pribadi pengguna layanan pinjaman 

online. 

 

Kata  Kunci:  Analisis,  K riminologis,  Kejahatan  Pengancaman,  Nasabah, 

Pinjaman Online.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

CRIMI NOLOGICAL ANALYSIS OF THREAT CRIMES AGAINST ONLINE 

(Study in the Lampung Regional Police Area) 
 

By: 

 

M DEVIN APRILI AN WN 
 

The crime of intimidation or threats is an act that is prohibited by a rule of law 

accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who 

violates the prohibition. The word intimidation contains the meaning of coercing, 

bullying or threatening, this is explained in the Criminal Code (KUHP) in book II 

Article 368 Paragraph (1) and 369 Paragraph (1) of the Criminal Code. However, 

for perpetrators of criminal acts of intimidation in the field of financial technology 

(fintech) it is still  not optimal. The problems in this study are What are the factors 

that cause perpetrators to threaten customers?, What are the forms of how to 

collect online illegal and  What are the efforts to deal with the police in ways to 

collect loans illegal online?. 

 

The research method uses an empirical juridical approach, the data used are 

secondary data  and  primary data. The study was carr ied out  by means of  a 

literature study and a field study. The resource persons in this study consisted of 

the Special Criminal Investigator of the Lampung Police and Lecturer of the 

Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis 

used is qualitative. 

 

The results of the study show that (1) The factors that cause perpetrators to threaten 

customers are weak regulations, both from the supervisory system to law 

enforcement against fraudulent companies. On the other hand, this practice is also 

due to the difficult economic conditions due to the Covid-19 pandemic and also the 

consumptive behavior of the digital community. Because of this, it is quite easy for 

borrowers to provide money loan services, compared to other formal financial 

sectors such as banks, which usually have many requirements and must carry out 

various document verifications, so that collections will also be carr ied out 

arbitrarily. (2) The forms of how to collect online illegal collection actions using 

threats of violence or other similar actions can be qualified as criminal acts as 

regulated in the Criminal Code. Then, if the act of "threatening" is carr ied out 

through electronic means, the perpetrator can be prosecuted using the provisions 

for criminal liability as regulated in the Transaction and Electronic Information 

Law. (3) Ways to deal with the police in ways to collect online , namely the 

synergy of cooperation between the Ministry of Communication and Information 
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(Kominfo), OJK and the police in supervising online loan services, increasing 

public digital literacy, the need for regulation related to protection for consumers 

of online and the need to evaluate the licensing mechanism or registration of 

online at the Financial Service Authority . 

 

Based on the conclusions above, it can be suggested that there is a need for 

coordination between the Financial Services Authority and the Ministry of 

Communication and Information in conducting socialization about online so that 

people can understand the difference between online legal and illegal. There is a 

need for coordination between the Financial Services Authority and the Indonesian 

Consumers Foundation in determining the form of an agreement or online so that 

the contents of the clause do not harm service users.Act Financial technology as a 

legal basis for taking action against illegal online that are detrimental to the 

community. The Home of Representative RI and the Directorate General of 

Legislation at the Ministry of Law and Human Rights need to accelerate the 

stipulation of the Personal Data Protection Bill into law. Where is the need for 

further regulations regarding fintech supervisory independent agency as an 

institution that takes action against violations of the rights to personal data of 

online. 

 

Keywords: Analysis, Criminology, Threatening Crime, Customers, Online 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hadirnya globalisasi di era millennium ini telah membawa dampak yang besar di 

seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan 

internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang 

segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia 

yang sangat  besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah 

satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan 

perdagangan Online atau e-commerce. Dampak dari semakin pesatnya 

perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, 

tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya 

Financial technology (fintech).
1

 

 

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial technology, yang dapat diartikan 

dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech 

dapat  diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk 

meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model 

bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan 

industri layanan keuangan.
2
 

 

Tindak pidana intimidasi atau pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut. Kata intimidasi 

                                                           
1
 Ernama, Budiharto, Hendro S, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial 

Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law 

Journal, Vol, 6, No, 3, (2017), hlm., 1-2 
2
 Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi 

Rachmawati, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen 

Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, Jakarta, 2017, hlm. 18 
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terkandung makna secara memaksa, menggertak atau mengancam, hal ini 

dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Pasal 

368 Ayat (1) dan 369 Ayat (1) KUHP. Namun bagi pelaku tindak pidana intimidasi 

di bidang Financial technology (fintech) masih belum maksimal. 

 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan pada 

Tahun 2016 mengenai fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan 

oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank  Indonesia.  POJK atau  Peraturan 

Otoritas   Jasa   Keuangan   mengeluarkan   satu   peraturan,   yaitu   POJK   NO. 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. POJK ini juga menjadikan fintech suatu hal yang menjadi sorotan dan 

memperlukan payung hukum yang jelas dalam pengaturannya. POJK ini 

merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P. Pemerintah mengatur kegiatan 

usaha, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi 

terkait dengan P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi 

keuangan. Adanya POJK ini diharapkan pemegang saham, termasuk pemerintah 

dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan fintech yang 

kondusif. 

 

Munculnya bisnis Financial technology (fintech) telah mengubah wajah bisnis 

global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja 

dengan hanya berbekal ponsel pintar. Bisnis tekfin menyajikan jasa sistem 

pembayaran (payment system), jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di 

masyarakat dan jasa permodalan publik. Bisnis fintech pembayaran diatur dan 

diawasi Bank Indonesia (BI), sedangkan bisnis tekfin-pinjaman dan tekfin- 

permodalan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3
 

 

Pihak penyelenggara fintech tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) 

dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para 

pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. 
                                                           
3
 Citi Rahmati Serfiyati dkk, Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-pinjaman (AILRC), 

https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/, diakses pada Tanggal 

20 Agustus 2021 
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Apabila nasabah tidak membayar saat  jatuh tempo  maka pihak fintech 

menggunakan daftar kontak debitor, lalu menghubungi mereka untuk menagih 

utang. Dalam beberapa aduan, para debt collector  bahkan  menggunakan kata 

kasar  bernada ancaman.  Salah satu  yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak 

hanya dilakukan perusahaan fintech ilegal tapi juga fintech terdaftar atau 

memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 

perusahaan fintech terdaftar dari 89 penyelenggara terhadap konsumen atau 

nasabah.
4 

 

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga 

penggunaan data pribadi nasabah. Pada pengaduan masyarakat terdapat berbagai 

pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan 

seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang 

dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (Code of Conduct) Asosiasi 

Financial technology Indonesia (Aftech). 

 

Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) 

Unsur obyektif menurut R. Soesilo menamakan perbuatan dalam Pasal 368 Ayat 

(1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: 

a. Memaksa orang lain; 

b. Untuk  memberikan  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagian  termasuk 

kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang 

atau menghapuskan piutang; 

c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hak; 

d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
5
 

 

                                                           
4
 Mochamad Januar Rizki, Miris 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggran 

Hukum, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan- 

 fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2021.  
5
 R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, hlm. 256. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-
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Lalu unsur subyektif meliputi unsur-unsur: Dengan maksud dan untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika seseorang secara melawan hak 

memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 

dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan 

Pasal 335 Ayat (1) KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman 

kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP 

jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. 

 

Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan 

tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan 

dengan kehendaknya sendiri. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu 

barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan 

dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suau barang dianggap telah 

ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari 

kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar- 

benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah 

terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang 

dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan 

barang tersebut tidak  harus dilakukan sendiri oleh orang  yang diperas kepada 

pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang 

lain selain dari orang yang diperas. Unsur "supaya memberi hutang". 

 

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu 

kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai 

pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu 

perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus 

membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang 

dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) 

dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat 

timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang 

kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur "untuk menghapus 
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hutang". Penghapusan piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau 

meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau 

 

orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur "untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain 

dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah 

terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

 

Pada beberapa kasus konsumen jasa pinjaman online atau financial technology 

(fintech) mengeluhkan metode penagihan keterlambatan pembayaran. Para 

konsumen fintech di Lampung mengaku diteror bahkan diancam akan difitnah 

sebagai pencuri.
6 

 

LBH Jakarta mengungkapkan bahwa ada 283 korban dari kalangan menengah ke 

atas maupun menengah ke bawah yang mengadukan keluhan terhadap berbagai 

aplikasi fintech. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah  

memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7
 

 

Penggunaan jasa financial technology (fintech) semakin masif saat  ini. Dalam 

hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot 

mendatangi bank dan tanpa jaminan apapun. Selain bunga yang tinggi, jika telat 

membayar angsuran atau cicilan pinjaman, teror dan intimidasi bukan cuma 

menyasar nasabah, melainkan juga keluarga dan teman-teman nasabah. Terkait 

dengan kasus tersebut negara wajib melakukan penegakan hukum melalui struktur  

penegakan  secara  maksimal  guna  melindungi  kepentingan  korban. 

                                                           
6
 Telat    bayar    hutang    konsumen    di    Lampung    diancam    fitnah    sebagai    pencuri, 

https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/ diakses pada 2021/08/20 
7
 Sylke Febrina,  Kredit Online antara  Kemudahan  dan  Jebakan, 

https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-kemudahan-dan-jebakan, 

diakses pada tanggal 20 Agustus 2021. 
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Prosedur  penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  intimidasi nasabah  fintech 

secara umum saat ini diatur berdasarkan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 

Tahun 2016 (POJK NO. 77.01/2016) Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. 

 

Kewenangan  yang  diberikan  dalam penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak 

pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis financial technology ini yaitu 

OJK sebagai penyidik khusus lalu dilimpahkan pada tahap penuntutan dan proses 

peradilan. Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam 

Pasal 368 Ayat (1) KUHP: 

 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain  secara  melawan  hukum,  memaksa  seorang  dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya 

atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya 

membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan” 

 

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak fintech adalah intimidasi, yang diatur 

dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Intimidasi adalah tindakan 

menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); 

gertakan; ancaman.  Perangkat  penegak  hukum terhadap  fintech masih kurang, 

karena masih banyaknya korban. 

 

Pada pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggara wajib 

menerapkan prinsip dasar dari perlindungan bagi konsumen yaitu transparansi, 

perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaia n 

sengketa pengguna secara sederhana,  cepat  dan biaya terjangkau.  Pengelolaan 

sistem keuangan dan teknologi yang komplek sesuai dengan seperangkat aturan dan 

tren dalam masyarakat sebagai regulasi penegakan hukum dalam mengatasi fintech 

masih belum efektif mengingat ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak 

yang bersangkutan dengan fintech penjatuhan sanksi pidana saat ini masih mengacu 

pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Disebutkan Pasal 26 



7 
 

 

Ayat 1 menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang 

yang bersangkutan, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 hingga Pasal 29 

UU ITE Tahun 2016. 

 

Terkait dengan pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman online berbasis fintech 

terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi: kasus intimidasi yang terjadi terhadap 

konsumen fintech di Lampung, meminjam di 3 aplikasi fintech, pengalaman yang 

terjadi adalah  metode  penagihan  yang  dilakukan  oleh  pihak  fintech  atau  dari 

aplikasi tersebut adalah teror dan cara penagihan yang tidak sesuai etika, diteror via 

telpon oleh pihak penagih bahkan menagih ke teman serta keluarga korban.
8
 

 

Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 

Ayat (1) KUHP: 

 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain  secara  melawan  hukum,  memaksa  seorang  dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya 

atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya 

membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 

 

Mengacu kepada data yang dimiliki oleh LBH Jakarta, pada tahun 2016 tercatat ada 

10 orang yang melapor menjadi korban penipuan bermodus pinjaman online ini. 

 

Kemudian di tahun 2017 jumlah korban yang melapor meningkat pesat menjadi 65 

orang dan di tahun 2018 ada sekitar 120 orang yang melapor menjadi korban 

penipuan bermodus pinjaman online.
9
 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Analisis Kriminologis Kejahatan Pengancaman Terhadap 

Nasabah Pinjaman Online (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). 

 

                                                           
8
 https://lampung.tribunnews.com/2019/02/07/telat-bayar-utang-konsumen-fintech-di-lampung- 

diancam-fitnah-sebagai-pencuri 
9
 https://diskominfo.pangkepkab.go.id/index.php/berita/item/1289-pinjaman-online-nasabah-di- 

pangkep-ditagih-dengan-bullying-kata-kasar 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah? 

b. Apakah bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman online (daring) ilegal? 

c. Bagaimana cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara 

penagihan pinjaman online (daring) ilegal? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan 

penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian 

ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang faktor 

penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah, bentuk-bentuk cara 

penagihan pelaku pinjaman online (daring) ilegal dan cara upaya menanggulangi 

bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman online (daring) ilegal. 

Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan  dari  penelitian  dalam  skripsi  ini,  pada  garis  besarnya  adalah  untuk 

menjawab permasalahan, yaitu: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap 

nasabah. 

b. Untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  cara  penagihan  pelaku  pinjaman  online 

(daring) ilegal. 

c. Untuk mengetahui cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam 

cara-cara penagihan pinjaman online (daring) ilegal. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum 

dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang kejahatan 

pengancaman terhadap nasabah pinjaman online (daring). 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana 

dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka  teroritis  adalah  konsep-konsep  yang  merupakan  abstrak  dari  hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut 

dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, 

batasan,  dan  proporsi  yang  menyajikan  suatu  pandangan  sistematis  tentang 

fenomena  dengan  merinci  hubungan-hubungan  antaravariabel,  dengan  tujuan 

menjelaskan dan memprediksi gejala itu. 

 

Berdasarkan  definisi  tersebut  maka  kerangka  teoritis  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan 

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu: 

1) Teori Lingkungan 

Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya 

kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih 

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri” 
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2) Teori Kontrol Sosial 

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. 

Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan 

seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai 

kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok 

sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma 

atau peraturan menjadi efektif.
10

 

 

3) Teori Spiritualisme 

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut 

kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak 

beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama 

seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan 

kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya 

maka semakin takut orang untuk melakukan hal yang menjurus kepada 

kejahatan. 

 

4) Teori Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi 

tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat penyebabnya terjadi 

kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi 

penyebab kejahatan. 

 

5) Partisipasi Masyarakat 

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
11

 

 

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang 

terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, 

pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.
12

 

                                                           
10

 Romli atamsasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32. 
11

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61. 
12

  Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang merumuskan kejahatan 

sebagai perbuatan  yang  sangat  merugikan  masyarakat  dilakukan oleh anggota 

masyarakat   itu   juga,   maka   masyarakat   juga   dibebankan   kewajiban   demi 

keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama 

badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.
13

 

 

b. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif 

(mencegah sebelum terjadinnya kejahatan) dan tindakan represif (usaha 

sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing 

uasaha tersebut: 

1) Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan  yang  dilakukan untuk  mencegah 

atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom 

Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah 

mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik 

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih 

mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
14 

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang 

terpenting adalah: 

a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam 

arti sempit; 

b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi: 

(1) Moralistik  yaitu  menyebarluaskan  sarana-sarana  yang  dapat 

memperteguhkan  moral seseorang  agar  dapat  terhindar  dari nafsu 

berbuat jahat. 

(2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai 

penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi dan 

lain-lain. 

                                                           
13

  Seodjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31 
14

  A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis 

dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46 
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(3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 

kejahatan dengan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan 

perlengkapan kepolisian dengan baik, sistem peradilan yang objektif 

dan hukum yang baik. 

(4) Mencegah  kejahatan  dengan  pengawasan  dan  patrol  yang teratur. 

(5) Prevensi  kenakalan  anak-anak  sebagai  sarana  pokok  dalam usaha 

prevensi kejahatan pada umumnya.
15

 

 

2) Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang  dilakukan oleh aparatur 

penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.
16

 

 

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak 

pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal 

atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai 

pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara 

penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, 

penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya 

sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini 

dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua 

konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu: 

a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, 

sitem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman 

kurungan. 

b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang 

biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan 

konsultasi pisikologi, diberikan kursus keterampilan agar kelak 

menyesuaikan diru dengan masyarakat.
17

 

                                                           
15

  Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, 

hlm. 
16

  Soejono Soekanto, Op.Cit, hlm.32 
17

  Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980, hlm. 

399 
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Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadoi tindak 

pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement)  

dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif adalah tindakan lanjut dari upaya 

pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan 

kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan 

keempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana.  

Usaha-usaha  yang  dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif 

adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehhingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 

melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka 

tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang 

meskipun ada kesempatan. 

 

2. Konseptual 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan seabgainya). Penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.
18

 

b. Kriminologis berasal dari kata crimen yang artinya adalah kejahatan dan 

logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.
19

 

c. Kejahatan adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.
20

 

d. Pengancaman menurut Pasal 369 KUHP adalah tindakan dengan 

menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis.
21

 

                                                           
18

 Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia  Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.  
19

  Ibid, hlm, 45. 
20

  Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37. 
21

  JCT. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159. 
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e. Nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada 

bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan 

hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.
22

 

f. Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh 

badan tertentu secara online/daring.
23

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka pemikiran dan sistematika penulisan. 

 

II.  TI NJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar 

atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak 

pidana dan jenis-jenis  tindak  pidana,  faktor  penyebab  tindak  pidana,  

upaya penanggulangan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum. 

 

III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV.  HASIL PENELITI AN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang: faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman 

terhadap nasabah, bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman online 
                                                           
22

  Sudaryono   dan   Natangsa   Surbakti,   Buku   Pegangan   Maata   Kuliah   Hukum   Pidana,: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm 112. 
23

  https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-

cara- menghindarinya 
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(daring) ilegal dan cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam 

cara-cara penagihan pinjaman online (daring) ilegal. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-

bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti 

sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.  
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II.  TI NJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Kriminologi 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 

seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahju 

Muljono.
24 membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai 

kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan 

maupun terhadap  pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal  aetiology) 

adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab 

kejahatan (kausa kejahatan).
25 

 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kajahatan. 

Nama kriminologi yang  ditemukan oleh P.  Topinard  seorang  ahli antropologi 

Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimon” yang berarti kejahatan atau 

penjahat  dan  “logos”  yang  berarti ilmu  pengetahuan,  maka kriminologi dapat 

berarti 10 ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
26

 

 

Kriminologi murni yang disebutkan oleh Bonger yaitu: 

a. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

b. (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 

orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda. Apakah ada hubungannya 

antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 

c. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah 

sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat 

                                                           
24

  Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35. 
25

  Ibid, hlm. 97. 
26

  Alam, A.S, Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar, 2010. hlm. 1 
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d. Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 

jiwanya. 

e. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil adalah ilmu tentang penjahat yang 

sakit jiwa atau urat syaraf. 

f. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
27 

 

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada: 

a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat 

hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. 

b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai 

terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi 

masyarakat.
28

 

 

Siswanto  Sunarso   berpendapat  bahwa  dewasa  ini kriminologi  memperhatikan 

tidak  hanya  kepada  para  pelaku  kejahatan,  tetapi  mulai  memperhatikan  pula 

orang-orang selain penjahat, khususnya korban  kejahatan yang dirugikan oleh 

suatu  tindak  pidana.  Peranan  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  sangat 

menentukan dalam   hal   pembuktian,   mengingat   korban   seringkali   memiliki 

kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat 

bukti yang sah dalam pemeriksaan perkaran pidana.
29

 

 

V.V.  Stanciu  dikutip  oleh Siswanto  Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat 

yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (suffering) dan 

ketidakadilan (injustice). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat 

perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan 

ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur 

hukum.  Siswanto  Sunarso   juga  mengutip  M.  Arief  Amrullah,  seperti  dalam 

kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam 

                                                           
27

  Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi. RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, 2012,  hlm. 
28

  Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus,  Alumni, Bandung, 2012, 

hlm. 95. 
29

  Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana,  Sinar Grafika, Jakarta 2014, 

hlm. 52. 
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pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan 

penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan 

pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan 

secara individu, kelompok, ataupun negara.
30

 

 

B. Pengertian Kejahatan 

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga 

bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik 

wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan 

bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada 

maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang 

bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya 

saja.
31

 

 

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah 

bentuk  tingkah  laku  yang  bertentangan dengan  moral kemanusiaan (immoril), 

merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang- 

undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, 

perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis 

sangat  merugikan masyarakat,  melanggar  norma-norma susila,  dan  menyerang 

keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, 

maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). 

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran 

kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, 

penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), 

kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap 

keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat 

disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena 
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ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat 

untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
32

 

 

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu  bakat  si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.5 Bakat 

seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang 

pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan- 

tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat 

rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi 

orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat 

suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak 

perlu baginya. 

 

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, 

berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan 

laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan 

yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu 

berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat 

laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih 

rendah bila dibanding dengan laki-laki. 

 

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan 

pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan 

maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam 

perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu 

kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak 

pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari 

orangtuanya. 

 

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, 

misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, 
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kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian 

suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalamrumah, 

ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin 

ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media 

komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brusur-brosur, buku cerita, foto, 

radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang 

kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.
33

 

 

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat 

dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang 

melanggar   peraturan-peraturan   atau   undang-undang   pidana   dan   dinyatakan 

bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum 

(pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu 

kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya 

dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.
34

 

 

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, 

yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat 

gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada 

kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa 

nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan 

seenaknya  saja;  penjahat  bentuk  campuran  antara  penjahat  kelahiran/bakat 

ditambah dengan kesempatan.
35 

 

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan 

adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan 

KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, 

penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengekploitasi anak 

sebagai pengemis jalanan. 
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1. Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut: 

a) Penggolongan  kejahatan   yang   didasarkan  pada   motif  pelaku. 

Hal  ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut 

1) Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan maupun 

kejahatan mengekploitasi anak. 

2) Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 

KUHP. 

3) Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis 

Indonesia, DI/TII dan lain sebagainya. 

4) Kejahatan   diri   (moscellaneus   crimes),   misalnya   penganiayaan   yang 

motifnya dendam. 

 

2. Penggolongan  kejahatan  yang  didasarkan  kepada  berat  ringannya  suatu 

ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: 

a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, 

seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 

b) Pelanggaran,  yakni semua pasal-pasal yang disebut  di dalam Buku III 

KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia 

harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman 

kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-  

 

3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut: 

a) Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya pembunuhan, 

penganiayaan dan lain-lain. 

b) Kejahatan  terhadap  harta  benda  (crimes  against  property),  misalnya 

pencurian, perampokan dan lain-lain. 

c) Kejahatan  terhadap  kesusilaan  umum  (crimes  against  piblicdecency), 

misalnya perbuatan cabul. 

 

C.  Tindak Pidana Pengancaman 

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang 

pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu: 
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(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memkasa 

orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya  membuat utang atau 

menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena 

kejahatan. 

 

Cara pengancaman ini, yaitu akan menista atau akan membuka rahasia kepada 

orang lain atau para publik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang yang 

diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam. 

Perbedaannya adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal 

yang benar terjadi, tetapi penistaan yang memberitakan benar atau tidaknya yang 

disembunyikan karena hal tertentu, sedangkan yang cemarkan adalah nama dan 

kehormatan dari orang yang diancam atau orang ke tiga, yang memiliki hubungan 

keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.
36 

 

Jika rahasia yang bersangkutan tidak tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri 

namun juga mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dihendaki jangan 

sampai diketahui oleh banyak orang. Maka hal tersebut berlainan, artinya dari 

rahasia tersebut dimaksudkan dalam Pasal 322 KUHP, yang mengenai pembukaan 

rahasia oleh orang yang, karena jabatannya atau pekerjaanya, berwajib menyimpan 

rahasia itu. 

 

D.  Pinjaman Online (Daring) 

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan 

dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan Financial technology 

atau fintech. Melalui fintech transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan 

pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat 

menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga 
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memudahkannya  untuk  melakukan  segala  hal  yang   ingin  dilakukan,   serta 

membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih 

modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi. Perkembangan fintech 

ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman 

(Lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel pembiayaan 

(crowdfunding), remintasi, riset keuangan dan lain-lain. 

 

Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat 

mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang 

sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatan internet dalam 

kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan fintech yang dapat digunakan 

lebih mudah dan praktis. Alasan kedua fintech berkembang lebih pesat karena 

 

dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu  pekerjaan bagi 

para pelaku usaha fintech  untuk menyelesaikan pekerjaanya dengan sangat cepat 

dan mudah. Dengan adanya fintech ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di 

bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia 

juga semakin membaik setelah adanya fintech ini.
37

 

 

Pinjaman Online diawali oleh perusahaan Financial technology atau lebih dikenal 

dengan  sebutan fintech.  Sehingga,  mulai timbullah  banyak  lembaga  keuangan 

termasuk perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional dengan 

teknologi informasi yang berkembang melalui smartphone atau komputer yang 

terkoneksi dengan internet. Maka dari itulah layanan kredit pinjaman Online bank 

mulai tumbuh subur di Indonesia. 

Pinjaman  Online  merupakan  layanan  produk  berupa  kredit  pinjaman  yang 

menggunakan sarana teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan mulai dari 

proses pengajuan dana pinjaman, acceptance, hingga pencairan dana pinjaman 

Online melalui email, SMS, maupun telefon. Dapat dilihat dari penjelasan di atas, 

banyak kreditur dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung.
38
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Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai 

tambahan kepada nasabah; 

b. Bank konvensional hanya mengejar keuntungan semata; 

c. Hubungan  yang  dijalin  nasabah  dengan  orang  yang  meminjamkan  dana 

hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional; 

d. Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional 

maka jalur yang ditempuh adalah jalur hukum dengan pengadilan negeri 

sebagai pihak penyelesaikan sengketa. 

 

Di Indonesia, yang berwenang mengatur peraturan terhadap perusahaan pinjaman 

Online adalah OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. OJK 

merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang mengatur keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di dalam 

sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank contohnya 

Asuransi,  Dana Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan 

lainnya. Di dalam melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan dan 

edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.  
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III.  METODE PENELIT IAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

1. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris ini menggunakan data sekunder melalui studi 

kepustakaan (library research)  dengan  mempelajari norma atau  

kaidah hukum, tinjauan teori mengenai analisis kriminologis kejahatan 

pengancaman terhadap nasabah pinjaman online. 

2. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsepkonsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan 

kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek 

penelitian tentang analisis kriminologis kejahatan pengancaman terhadap 

nasabah  pinjaman  online  pada  Wilayah  Kepolisian  Daerah  

Lampung dengan cara obervasi (observation) dan wawancara (interview) 

kepada informan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan 

menelaah berbagai kepustakaan,  azas-azas hukum yang  berkaitan 
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dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) 

bahan hukum, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun  1945 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

hukum Pidana. 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 

d) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi 

Elektronik. 

e) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi 

danKorban. 

f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

i) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi Sistem Elektronik. 

j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//PJOK.01/2016 

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. 

k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain. 

3) Bahan hukum tersier  merupakan data pendukung yang berasal dari 

informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media 
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massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-

data lainnya. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili 

pribadi maupun suatu lembaga, yang menmberikan atau mengetahui secara jelas 

tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan 

pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari: 

 

a. Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung                           1 orang 

b. Dosen Bagian Pidana Univeritas Lampung                           1 orang + 

Jumlah                                                                               2 orang 

 

D. Prosedur  Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

1) Observasi  (observation)  atau  pengamatan,  dilaksanakan  dengan 

jalan mengamati analisis kriminologis kejahatan pengancaman 

terhadap nasabah pinjaman Online pada Wilayah Kepolisian Daerah 

Lampung 

2) Wawancara   (interview),   wawancara   ini   dilakukan   untuk 

mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung 

secara  terarah  (directive  interview)  terhadap  narasumber  yang 

terkait dengan perkara tersebut. 

b. Studi Pustaka (Library Research) 

 

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-

peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Data  yang  diperoleh  selama  pelaksanaan  penelitian  selanjutnya  

diolah dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Editing Dat 

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, 

dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang 

dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. 

b. Klasifikasi Data 

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan 

sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara 

sistematis. 

c. Sistematisasi Data 

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai 

dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah 

dalam menganalisis data. 

 

E. Analisis Data 

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan 

disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum 

jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.  
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IV.  HASIL PENELITI AN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor  Penyebab Pelaku Melakukan Pengancaman Terhadap Nasabah 

Arus globalisasi berkembang sangat cepat dengan membawa pengaruh yang besar. 

Baik pengaruh positif maupun negatif. Salah satu dampak dari globalisasi adalah 

dengan majunya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan 

di bidang teknologi dan informasi diharapkan akan membawa dampak positif bagi 

kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya 

peningkatan kesejahteraan umat manusia. Meskipun pada praktiknya 

perkembangan teknologi dan informasi juga dapat memberi dampak negatif.
39 

 

Majunya  peradaban  di  bidang  teknologi  dan  informasi  yang  ditandai  dengan 

penemuan  baru  seperti internet  membuat  masyarakat  lebih  senang  beraktifitas 

dengan menggunakan internet. Hadirnya internet berdampak besar di bidang sosial, 

budaya,  dan  tak  terkecuali  di  bidang  ekonomi.  Di  bidang  ekonomi,  internet 

melahirkan inovasi teknologi transaksi atau yang sering disebut dengan financial 

technology (Fintech). Fintech meliputi investasi, transaksi jual beli, pembayaran, 

dan pinjam meminjam uang yang kemudian sering disebut dengan pinjaman online. 

Pinjaman online menggunakan sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending). P2P 

Lending  merupakan  sistem  penghubung  antara  pemberi  pinjaman  (pendana/ 

investor) dengan peminjam.
40 

 

Pinjaman secara online sendiri telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Untuk mengatur tentang pinjaman online, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas 

Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam 
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Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 17 
40

  Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam 

Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM , Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 353. 
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Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut POJK tersebut, yang 

dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam 

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung  melalui sistem elektronik 

dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara layanan pinjam meminjam 

uang   berbasis   teknologi   informasi   adalah   badan   hukum   Indonesia   yang 

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi.
41 

 

Peraturan  OJK  mengatur  mengenai  perizinan  penyelenggara  layanan  pinjam 

meminjam   uang    berbasis   teknologi   informasi,    mekanisme   peminjaman, 

pengawasan, hingga mitigasi risiko. Syarat sebuah badan hukum dapat menjadi 

lembaga   penyedia   jasa   keuangan  secara   online   adalah  wajib   mengajukan 

pendaftaran dan perizinan kepada OJK, yang telah diatur dalam Pasal 8 hingga 

Pasal 12 Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Adanya layanan secara 

online maka memudahkan masyarakat untuk meminjam uang, masyarakat tak perlu 

lagi mendatangi bank dan dapat mengajukan permohonan secara langsung untuk 

mendapatkan  pinjaman  kapan  saja  dan  dimana  saja.  Seluruh  persyaratan  dan 

prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan 

lagi.  Namun  belakangan  ini  pinjaman  online  disalahgunakan  oknum-oknum 

tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.
42 

 

Pinjaman online ilegal ini sangat membahayakan bagi costumer karena tidak bisa 

diawasi oleh OJK, tidak ada regulator dan peraturan khusus yang  mengawasi 

kegiatan Penyelenggara Fintech Lending ilegal. Sehingga penyelenggara pinjaman 

online ilegal dapat  semakin banyak dan semakin tidak terkendali. OJK hanya 
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berwenang untuk memblokir penyelenggara pinjaman online tersebut. OJK tidak 

berwenang untuk memberi sanksi kepada penyelenggara tersebut.
43 

 

Hasil wawancara dengan Arief Ferdiansyah menyatakan bahwa sebagian besar 

penyelenggara pinjaman online ilegal tidak memperhatikan aspek perlindungan 

konsumen dan melanggar peraturan, baik peraturan yang ditetapkan OJK maupun 

peraturan hukum, terutama hukum pidana. Fintech Lending yang terdaftar/berizin 

di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat  memperhatikan aspek 

perlindungan konsumen.
44 

 

Hasil  wawancara  dengan  Damanhuri  Warganegara  menyatakan  bahwa  cara 

pengancaman  oleh  pemberi  pinjaman  online,  yaitu  akan  menista  atau  akan 

membuka rahasia kepada orang lain atau para publik yang berhubungan dengan 

kehidupan pribadi orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan 

orang yang diancam. Perbedaannya adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya 

mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan yang memberitakan benar 

atau tidaknya yang disembunyikan karena hal tertentu, sedangkan yang cemarkan 

adalah nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau orang ketiga, yang 

memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.
45 

 

Meningkatnya  nilai  pendanaan  pinjaman  online  dalam  tiga  tahun  terakhir 

menunjukkan   adanya   kepercayaan   yang   tinggi   dari   masyarakat   terhadap 

perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani 

pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan 

Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Alasan  peminjam  melakukan 

pinjaman  online  adalah  kesulitan  dalam  mengakses  layanan  keuangan formal 

dengan  berbagai  persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi.  Persyaratan 
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administrasi  pinjaman  online  relatif  lebih  mudah  jika  dibandingkan  dengan 

pinjaman layanan keuangan formal.
46 

 

Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan fintech ilegal atau pinjaman 

online  ilegal  masih  marak  di  masyarakat.  Salah  satunya  ialah  kemudahan 

pembuatan aplikasi dan situs pinjaman online serta penggunaan media sosial untuk 

memasarkan pinjaman online. Dengan sistem persyaratan yang  sangat  mudah, 

aplikasi  pinjol  terutama  ilegal  tentu  sangat  menggoda  bagi  masyarakat  yang 

membutuhkan dana instan, tetapi tidak dibarengi pengetahuan keuangan yang baik. 

Bermodal KTP, dalam waktu yang tidak lama, seseorang dapat langsung menerima 

dana tunai ke rekening pribadinya.
47 

 

Tumbuh pesatnya layanan pinjaman online ilegal ini juga disebabkan oleh potensi 

masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan 

pinjaman  online.  Masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  tidak  bankable 

sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman online ilegal yang prosesnya 

lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman online yang 

ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar 

ke OJK. 

 

Faktor pendorong  maraknya pinjol ilegal,  dilihat  dari sisi pelaku pinjol ilegal 

biasanya  mereka  memberikan  kemudahan  mengunggah  aplikasi/situs/ website. 

Kemudian sulit diberantas karena lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri. 

Maraknya pinjaman online ini tidak terlepas dari akibat pandemi Covid-19 yang 

membuat orang kehilangan mata pencaharian. Mereka pun memanfaatkan pinjaman 

online sebagai sumber alternatif pembiayaan yang menawarkan proses yang singkat 

dan mudah. Namun tingkat literasi masyarakat yang masih rendah membuat tidak 

sedikit  dari mereka  justru  terjebak  dalam pinjaman  online  ilegal.  Kemudahan 

mendapatkan pinjaman dana ini menjadi umpan yang mudah bagi masyarakat yang 
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butuh  uang  dan  cepat.  Sementara  itu  pada  kesempatan  ini  pelaku  pinjaman 

memberikan beban bunga yang tinggi dan merugikan masyarakat. Sebagian besar 

denda yang diberikan juga dikenakan diluar batas kewajaran. Proses penagihan juga 

dilakukan  diluar  kebiasaan  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  dan 

otoritas. Denda yang ditetapkan juga diluar batas dengan penagihan yang kurang 

mendapat empati dari masyarakat dengan melakukan intimidasi dan sebagainya.
48

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis faktor penyebab pelaku 

melakukan pengancaman terhadap nasabah adalah lemahnya regulasi baik dari 

sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di 

sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi 

Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Oleh karena itu 

pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor 

keuangan formal lainnya seperti bank, yang biasanya memiliki banyak persyaratan 

serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen, sehingga dalam penagihan 

juga akan dilakukan secara semena-mena. 

 

B. Bentuk-Bentuk Cara Penagihan Pelaku Pinjaman Online (Daring) I legal 

Praktik pinjaman online (pinjol) semakin meresahkan masyarakat. Cara instan 

meminjam uang via aplikasi dalam jaringan (daring) ini justru menjerat para 

nasabah dengan bunga kredit yang mencekik serta ancaman teror dari perusahaan 

pinjol. Kasus penipuan pinjol ilegal dan tindakan intimidasi kepada nasabah oleh 

sekelompok preman berkedok perusahaan finansial merebak di sejumlah daerah. 

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital 

seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. 

Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank 

atau koperasi, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman online terpercaya 

yang dapat  diajukan dengan sangat  mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. 

Waspada, merupakan satu kata buat calon nasabah pinjaman online sebelum 

mengunduh dan pinjam uang di fintech ilegal jika tidak ingin terkena masalah teror 
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dan ancaman para penagih utang (debt collector) pinjaman online ilegal. Membaca 

dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku serta telusuri apakah perusahaan 

aplikasi penyedia pinjaman online itu sudah terdaftar di OJK, sebab pinjaman 

online ilegal tidak mengikuti ketentuan cara penagihan utang ke nasabah dengan 

benar. Bila lalai, telat membayar tagihan atau tidak melunasi utang, siap-siap hadapi 

teror dan ancaman pinjaman online ilegal ini.
49

 

 

Berikut berbagai cara penagihan utang pinjaman online ilegal seperti berikut : 

1. Teror bertubi-tubi melalui panggilan telepon setiap hari 

2. Menghubungi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan tempat kerja yang ada di 

dalam data kontak ponsel 

3. Membuat grup WhatsApp yang berisi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan 

kerja nasabah 

4. Menyebar foto nasabah hingga foto-foto berbau pornografi bila ada di dalam 

ponsel nasabah di dalam WhatsApp grup yang dibuat oleh pihak fintech. 

5. Diancam harus menjual ginjal hingga pelecehan seksual untuk melunasi utang 

6. Intimidasi dengan mengirim pesan singkat (SMS). 

7. Intimidasi dengan kata-kata caci maki tidak pantas dan pelecehan 

8. Bentuk teror dan ancaman serta intimidasi yang merugikan nasabah.
50

 

 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuanga, berikut kode etik perusahaan pinjaman online dalam memperlakukan 

penagihan: 

1. Perusahaan aplikasi (pinjaman online) wajib mencantumkan seluruh biaya 

yang timbul dari pinjaman, termasuk biaya yang timbul di muka (pada saat 

pinjaman dicairkan), bunga pinjaman, biaya asuransi, provisi, biaya 

keterlambatan, dan lainnya. 
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2. Setiap pinjaman  mempertimbangkan dan  menyesuaikan ekonomi penerima 

pinjaman untuk pengembalian. 

3. Dilarang menagih menagih utang dengan kekerasan, baik fisik maupun 

mental, termasuk risak-maya dan merendahkan harga diri penerima 

pinjaman.
51

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, 

persekusi dan penyalahgunaan data pribadi pelanggan melanggar Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 

Keluhan  tentang  cara  penagihan  pinjaman  online  (pinjol)  yang  menggunakan 

ancaman kekerasan, intimidasi dan/atau tindakan serupa lain mungkin sudah sering 

didengar. Penagihan kerap dilakukan oleh jasa pihak ketiga untuk menjadi penagih 

utang (debt collector). Tindakan tersebut kerap dilakukan menggunakan media 

elektronik, misal melalui telepon atau pesan Whatsapp. 

 

Hasil wawancara dengan Arief Ferdiansyah menyatakan bahwa rata-rata penagih 

(debt collector) pinjaman online ilegal melakukan pencemaran nama baik, 

pemaksaan dan pengancaman dalam penagihan. Hal ini masuk dalam ranah hukum 

pidana. Namun hal ini terdapat kelemahan yaitu polisi harus menerima delik aduan 

terlebih dahulu baru bisa menindak, walaupun sebenarnya kasus ini bukan termasuk 

delik aduan dan yang harus diketahui, sebagian besar penyelenggara pinjaman 

online berbasis di luar negeri, yang terdapat di Indonesia hanya sekitar 20 persen. 

Sehingga disini peranan Polri belum bisa optimal.
52

 

 

Hasil wawancara dengan Damanhuri Warganegara menyatakan bahwa pada 

dasarnya, tindakan penagihan utang yang menggunakan ancaman kekerasan 

dan/atau tindakan serupa lainnya yang dimaksudkan agar seseorang melakukan 

sesuatu, dalam hal ini agar debitur membayar utang, dapat dikualifikasikan sebagai 

dugaan tindak pidana. Ketentuan umum yang dirujuk adalah Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana (KUH Pidana). Pasal 335 Ayat (1) tegas melarang penggunaan 

kekerasan, ancaman kekerasan dan/atau perlakuan yang tidak menyenangkan untuk 

memaksa  orang  lain  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  atau 

membiarkan sesuatu, baik terhadap orang itu sendiri (peminjam) maupun orang 

lain. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara selama 1 

tahun dan denda.
53

 

 

Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam 

rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana 

elektronik, seperti melalui pesan atau voice note WhatsApp. Untuk diketahui, di 

Indonesia terdapat  regulasi khusus  yang  mengatur  interaksi masyarakat  dalam 

rangkaian perangkat dan prosedur elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) dan beberapa peraturan pelaksananya. 

Di beberapa kasus, pasal yang dapat dirujuk untuk menindak pelaku pengancaman 

kekerasan melalui sarana dan prosedur elektronik yang dilakukan secara melawan 

hukum adalah Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE atau Pasal 45B jo. 

Pasal 29 UU ITE.
54

 

 

Ketentuan sebagaimana termaksud pada UU ITE di atas pada intinya melarang 

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan, mendistribusikan, 

mentransmisikan   dan/atau   membuat   dapat   diaksesnya   informasi   elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan “pemerasan” dan/atau 

“pengancaman” atau “ancaman kekerasan”. Bagi siapapun yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat 

(4) UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1 miliar. Sementara Pasal 27 Ayat (4) UU ITE atau Pasal 

45B jo Pasal 29 UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 750 juta. Tindak pidana intimidasi adalah 

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau 
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Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
54

  Kiko Sarwin, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen 

Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017, hlm. 8. 



37 
 

 

sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. Kata intimidasi terkandung  makna secara memaksa, menggertak atau 

mengancam, hal ini dijelaskan pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

(KUHP) pada buku II Pasal 368 Ayat 1 dan 369 Ayat (1) KUHP. Namun bagi 

pelaku tindak pidana intimidasi di bidang Financial Technology (fintech) masih 

belum maksimal.
55

 

 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan pada 

Tahun 2016 mengenai fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan 

oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank  Indonesia.  POJK atau  Peraturan 

Otoritas   Jasa   Keuangan   mengeluarkan   satu   peraturan,   yaitu   POJK   NO. 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. POJK ini juga menjadikan fintech suatu hal yang menjadi sorotan dan 

memperlukan payung hukum yang jelas dalam pengaturannya. POJK ini 

merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P. Pemerintah mengatur kegiatan 

usaha, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi 

terkait dengan P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi 

Keuangan.
56 

 

Adanya POJK ini diharapkan pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak 

yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan fintech yang kondusif. 

Munculnya  bisnis  financial  technology  (fintech) telah  mengubah  wajah  bisnis 

global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja 

dengan hanya berbekal ponsel pintar. Bisnis tekfin menyajikan jasa sistem 

pembayaran (payment system), jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di 

masyarakat dan jasa permodalan publik. Bisnis fintech pembayaran diatur dan 

diawasi Bank Indonesia (BI), sedangkan bisnis tekfin-pinjaman dan tekfin- 

permodalan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak penyelenggara fintech 

tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian 
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internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah 

mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak 

fintech menggunakan daftar kontak debitor, lalu menghubungi mereka untuk 

menagih utang. para debt collector bahkan menggunakan kata kasar bernada 

ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan 

perusahaan fintech ilegal tapi juga fintech terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan fintech terdaftar dari 89 

penyelenggara terhadap konsumen atau nasabah.
57

 

 

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga 

penggunaan data pribadi nasabah. Dalam pengaduan masyarakat terdapat berbagai 

pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan 

seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang 

dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (Code Of Conduct) Asosiasi 

Financial Technology Indonesia (Aftech).
58

 

 

Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) 

Unsur obyektif, Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan 

yang mana pemerasnya: Memaksa orang lain; Untuk memberikan barang yang 

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan 

orang lain, atau  membuat  utang atau menghapuskan piutang; Dengan maksud 

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; dan 

memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.  Lalu unsur 

subyektif meliputi unsur-unsur: Dengan maksud dan untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain. Jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain 

untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai 

kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 Ayat (1) 

KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski 
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belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya 

paksaan dan ancaman ini terpenuhi.
59

 

 

Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan 

tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan 

dengan kehendaknya sendiri. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu 

barang".  Berkaitan  dengan  unsur  itu,  persoalan  yang  muncul  adalah,  kapan 

dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suau barang dianggap telah 

ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari 

kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - 

benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah 

terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang 

dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan 

barang tersebut tidak  harus dilakukan sendiri oleh orang  yang diperas kepada 

pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang 

lain selain dari orang yang diperas. Unsur "supaya memberi hutang".
60

 

 

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu 

kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai 

pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu 

perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus 

membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang 

dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) 

dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat 

timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang 

kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur "untuk menghapus 

hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus 

atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras 

atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur "untuk menguntungkan 
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diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain 

dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah 

terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
61

 

 

Pada beberapa kasus konsumen jasa pinjaman online atau financial technology 

(fintech) mengeluhkan metode penagihan keterlambatan pembayaran. Para 

konsumen fintech di Lampung mengaku diteror bahkan diancam akan difitnah 

sebagai pencuri. LBH Jakarta mengungkapkan bahwa ada 283 korban dari kalangan 

menengah ke atas maupun menengah ke bawah yang mengadukan keluhan terhadap 

berbagai aplikasi fintech. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah 

memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
62

 

 

Penggunaan jasa financial technology (fintech) semakin masif saat  ini. Dalam 

hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot 

mendatangi bank dan tanpa jaminan apapun. Selain bunga yang tinggi, jika telat 

membayar angsuran atau cicilan pinjaman, teror dan intimidasi bukan cuma 

menyasar nasabah, melainkan juga keluarga dan teman-teman nasabah.
63

 

 

Terkait dengan kasus tersebut negara wajib melakukan penegakan hukum melalui 

struktur  penegakan  secara  maksimal  guna  melindungi  kepentingan  korban. 

Prosedur  penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  intimidasi nasabah fintech 

secara umum saat ini diatur berdasarkan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 

Tahun 2016 (POJK NO. 77.01/2016) Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi.
64
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Kewenangan  yang  diberikan  dalam penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak 

pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis financial technology ini yaitu 

OJK sebagai penyidik khusus lalu dilimpahkan pada tahap penuntutan dan proses 

peradilan. Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam 

Pasal 368 Ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang 

maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan.
65

 

 

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak fintech adalah intimidasi, yang diatur 

dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Intimidasi adalah tindakan 

menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); 

gertakan;  ancaman.Perangkat  penegak  hukum  terhadap  fintech  masih  kurang, 

karena masih banyaknya korban.
66 

 

Pada pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggara wajib 

menerapkan prinsip dasar dari perlindungan bagi konsumen yaitu transparansi, 

perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian 

sengketa pengguna secara sederhana,  cepat  dan biaya terjangkau.  Pengelolaan 

sistem keuangan dan teknologi yang komplek sesuai dengan seperangkat aturan dan 

tren dalam masyarakat sebagai regulasi penegakan hukum dalam mengatasi fintech 

masih belum efektif mengingat ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak 

yang bersangkutan dengan fintech penjatuhan sanksi pidana saat ini masih mengacu 

pada UndangUndang No.19 Tahun 2016 Tentang UU ITE. Disebutkan Pasal 26 

Ayat (1) menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang 

yang bersangkutan, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 hingga 29 UU ITE 

Tahun 2016.
67
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Terkait dengan pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman online berbasis fintech 

terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi: 

1. Kasus intimidasi yang terjadi terhadap konsumen fintech di Lampung, 

meminjam di 3 aplikasi fintech, pengalaman yang terjadi adalah metode 

penagihan yang dilakukan oleh pihak fintech atau dari aplikasi tersebut adalah 

terror dan cara penagihan yang tidak sesuai etika, diteror via telpon oleh pihak 

penagih bahkan menagih ke teman serta keluarga korban.
68 

2. Kasus teror selanjutnya dialami oleh Donna semula meminjam uang senilai 

Rp1,2 juta ke perusahaan penyedia pinjaman online, bernama Rupiah Plus pada 

April 2018. Rp1,2 juta buat bayar sekolah anak, tapi perlakuan mereka seperti 

itu," kata Donna kepada reporter Tirto di Jakarta pada Senin (4/2/2019). 

Menurut Donna, atasannya itu berang karena menerima tagihan pembayaran 

utang dari desk collector melalui pesan whatsapp dan sms. "Bos saya malam- 

malam diteror seperti itu. Kan setiap bos berbeda-beda, ada yang bisa toleransi 

ada yang enggak," kata dia. Setelah dipecat, Donna juga sempat mencari kantor 

perusahaan pinjaman online tempat ia berutang untuk meminta konfirmasi soal 

kasusnya. Namun, dia tidak pernah menemukan kantor perusahaan itu. Setelah 

terkena PHK, hingga saat ini ia belum memiliki pekerjaan lagi.
69

 

3. Asep menjelaskan semula berminat meminjam dana dari salah satu fintech P2P 

lending, pada 2016 lalu karena membutuhkan dana beberapa juta rupiah saja. 

Asep menceritakan pengalamannya yang harus gali lubang tutup lubang guna 

membayar utang dengan bunga selangit. Asep mengaku sempat terjerat utang 

kepada 15 penyedia pinjaman online. Asep mengungkapkan pengalamannya itu 

dalam diskusi bertajuk “Peran Negara Melindungi Pengguna Aplikasi Pinjaman 

Online” di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat Senin 4/1/2019.
70
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Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 

Ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang 

maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan”. Berdasarkan uraian tersebut serta memperhatikan 

pentingnya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman 

kredit berbasis financial teknologi berkaitan atas tindak pidana yang sering terjadi 

khususnya dalam pelanggaran hukum dan HAM dengan cara penagihan  yang 

dinilai tidak manusiawi. Maraknya kasus ini membuktikan bahwa penegakan 

hukum yang dilakukan belum maksimal.
71

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis bentuk-bentuk cara penagihan 

pelaku pinjaman online (daring) ilegal berupa tindakan penagihan pinjol memakai 

ancaman kekerasan atau tindakan serupa lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Kemudian, apabila tindakan 

“pengancaman” dilakukan melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak 

menggunakan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE. 

 

C. Cara  Upaya  Menanggulangi  Bagi  Pihak  Kepolisian  dalam  Cara-

Cara Penagihan Pinjaman Online (Daring) I legal 

Penggunaan jasa pinjaman online atau (P2P Lending) semakin marak saat  ini. 

Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa 

keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat 

langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank.  Isu hukum yang 

menjadi permaslahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data 

milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses 

data pada perangkat telepon seleuler sebagai cara melakukan penagihan utang 

kepada debitor peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler 
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oleh perusahan penyedia platform diantarnaya penagihan intimidatif, penyebaran 

data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen hingga pelecehan 

seksual.
72

 

 

Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan 

pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum. LBH mencatat 

sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban 

aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut: 

a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. 

b. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang 

disertakan oleh peminjam. 

c. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual. 

d. Penyebaran data pribadi. 

e. Penyebaran  foto  dan  informasi pinjaman  ke  kontak  yang  ada  pada  gawai 

peminjam. 

f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam. 

g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak 

jelas. 

h. Biaya admin yang tidak jelas. 

i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan 

bunga pinjaman terus berkembang. 

j. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan 

alasan tidak masuk pada sistem. 

k. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat 

jatuh tempo pengembalian pinjaman. 

l. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. 

m. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk 

mengajukan pinjaman di aplikasi lain. 

n. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang 

dan penagihan intimidatif terus dilakukan.
73
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Adanya perusahaan bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal tentunya 

memiliki dampak negatif, diatara dampak tersebut yaitu: 

a. Bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan 

terorisme. 

b. Penyalahgunaan datadan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam 

hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis 

finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam 

smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar. 

c. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis 

finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih 

banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK. 

d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis 

finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, 

masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari 

ketentuan atau perjanjian kredit.  Hal  tersebut  menyebabkan  masyarakat  

terjerat  dengan  bunga  yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman 

online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah 

dengan denda Rp50 ribu perhari. 

e. NPL  pinjaman  online  mencapai  1,45%.  Artinya,  untuk  bisnis  finansial 

teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun 

pastinya akan lebih berisiko. 

f. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari 

penagihan utang yangtidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial 

teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat 

mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi.
74

 

 

Hasil wawancara dengan Arief Ferdiansyah menyatakan bahwa perkembangan 

pesat bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal tak dapat dihindari memang 

salah satunya disebabkan potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri yang 
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menjadi peluang pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online atau (P2P 

Lending) namun dikarenakan anggapan bahwa meminjam uang yang diasa 

dilakukan di bank sudah dinilai terlalu lama sehingga banyak yang beralih ke bisnis 

pinjaman online atau (P2P Lending) yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain 

itu, dengan regulasi pinjaman online atau (P2P Lending) yang ada yaitu, Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam- 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih memberi kesempatan bagi 

perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan-alasan 

perusahaan tidak melakukan pendaftaran kepada OJK karena perusahaan tidak 

memenuhi peryaratan yang ada serta perusahaan tidak mau mengikuti mengikuti 

peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu berlaku ketat.
75

 

 

Hasil wawancara dengan Damanhuri Warganegara menyatakan bahwa sasaran dari 

tekfin ilegal adalah masyarakat yang minim pengetahuan keuangan, terdesak 

membutuhkan uang, dan bergaya hidup konsumtif. Berbagai modus dilakukan 

untuk menjerat calon nasabah sehingga mereka yang tanpa perhitungan matang 

terjebak dan menanggung resiko. Perilaku bisnis yang baik hendaknya tidak 

mencari keuntungan semata dari kegiatan usahanya, akan tetapi bisnis yang baik 

yakni harus juga berperilaku yang sesuai dengan norma-norma moral, perilaku 

dapat dinilai baik ketika memenuhi standar etis dari ketentuan dasar masyarakat 

yang menjadi pedoman berperilaku ataupun bertindak.
76

 

 

Tugas dan wewenang polri telah tercantum didalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas polisi adalah melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh Debt collector terhadap costumer pinjaman online terjadi melalui media online 

sehingga masuk ke ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), yang biasanya terjadi adalah tindak pidana kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1)), 

seperti yang dialami oleh korban berinisial YI yang fotonya disebar oleh debt 
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collector dan disebut rela digilir untung membayar hutang. Kemudian selain tindak 

pidana kesusilaan, yang sering terjadi juga adalah tindak pidana penghinaan dan 

atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3)), dan pemerasan atau pengancaman 

(Pasal 27 Ayat (4)).
77

 

 

Seperti yang diketahui Undang-Undang ITE memberlakukan delik aduan, sehingga 

masyarakat yang merasa menjadi korban harus mengadu atau melapor ke polisi. 

Penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector tersebut sejatinya 

dapat dilakukan aparat kepolisian dengan menggunakan 2 cara yaitu; dengan 

mencari informasi rekam jejak digital dan dengan informasi transaksi keuangan, 

bisa melalu transaksi keuangan karena kreditur (perusahaan pinjaman online) 

memberi sejumlah dana melalui transfer ke rekening debitur dan sebaliknya si 

debitur melunasi hutangnya juga melalui transfer ke kreditur. Penyelidikan tersebut 

memiliki beberapa hambatan sehingga pihak kepolisian belum bisa menangani 

kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Debt collector terhadap costumer 

pinjaman online dengan maksimal.
78

 

 

Hambatan tersebut berupa hambatan dari sisi substansi, struktural dan kultural. 

1. Hambatan dari sisi substansi 

Hambatan dari sisi substansi adalah hambatan dari peraturan undang-undang 

perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan mempunyai makna 

bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah 

penyimpan dan simpanannya dirahasiakan oleh bank. Sebenarnya perbankan 

telah memberi pengecualian untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, 

perbankan memberi fasilitas kepada polisi, hakim, dan jaksa dalam memperoleh 

keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank 

dengan izin pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 42 

Ayat (1) UndangUndang Perbankan, akan tetapi hal tesebut hanya berlaku 
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untuk tindak pidana di bidang narkotika, terorisme dan tindak pidana pencucian 

uang. Jika bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai Debt collector 

yang melakukan tindak pidana maka maka hal ini sangat memudahkan 

penyelidik. Penyelidik dapat mengetahui dengan cepat siapa pelaku dan dimana 

asal pelaku tersebut.
79

 

 

2. Hambatan dari sisi struktural 

a. Tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana cyber crime. 

Pembuktian dalam tindak  pidana teknologi informasi atau  cyber crime 

berarti menggunakan alat bukti elektronik. Tindak pidana yang dilakukan 

Debt collector terhadap costumer pinjaman online mengharuskan pihak 

kepolisian membuktikan kejahatan pelaku (Debt collector) secara ilmiah 

digital forensik. Polda Lampung sendiri sudah mempunyai alat untuk 

mencari alat bukti digital forensik, namun dalam pelaksanaannya masih 

kurang optimal. Alat tersebut berupa komputer yang dapat digunakan untuk 

mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan 

bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain 

sebagainya).  Saat  ini untuk  wilayah  Lampung  sudah bisa dilakukan di 

Puslabfor Polda Lampung. Hal ini membutuhkan proses yang sangat lama, 

sehingga pihak kepolisian tidak bisa efisien dalam menangani kasus 

tersebut.
80

 

b. Kesulitan menghadirkan ahli 

Tindak pidana yang dilakukan Debt collector terhadap costumer pinjaman 

online dengan cara memeras, mencemarkan nama baik, dan mengancam 

melalui social media, telepon, dan SMS merupakan kejahatan digital 

sehingga pihak kepolisian selain harus menghadirkan saksi biasa juga harus 

menghadirkan saksi ahli baik saksi ahli bahasa untuk menerangkan makna 

kalimat  yang digunakan pelaku untuk mengancam, mencemarkan nama 

baik maupun menghina korbannya, saksi ahli dari pusat laboratorium 

forensik (Puslabfor), saksi ahli dari kementrian komunikasi dan informasi 
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(Kemenkominfo), saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga 

bisa saksi ahli perbankan. Hal ini menjadi hambatan mengingat kasus-kasus 

di Kota Bandar Lampung sendiri hampir mencapai 200 kasus sehingga sulit 

bagi polisi untuk mengumpulkan beberapa saksi ahli tersebut. Disamping 

hal tersebut biaya juga menjadi kendala pihak Polda Lampung untuk 

mendatangkan saksi ahli.
81

 

c. Kesulitan menghadirkan saksi 

Mencari saksi yang benar-benar merasakan, melihat dan mendengar sendiri 

sangatlah sulit dalam kejahatan yang menggunakan teknologi, terutama 

kejahatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau 

pengancaman melalui media sosial dan atau melalui telefon maupun pesan 

singkat, karena kejahatan yang dilakukan melalui teknologi tersebut benar- 

benar hanya ditujukan kepada si penerima pesan. Tidak ada orang lain yang 

benar-benar melihat kejahatan tersebut, bahkan kadang juga tidak ada orang 

lain yang mendengar sendiri saat kejahatan tersebut terjadi.
82

 

 

3. Hambatan dari sisi kultural 

a. Korban atau pelapor tidak kooperatif 

Satreskrim Polda Lampung mengungkapkan bahwa untuk memanggil 

kembali korban atau pelapor sangatlah susah. Seringkali surat panggilan 

yang dikirim Polda Lampung ke korban atau pelapor tidak sampai, 

sehingga tidak hadir. Bahkan beberapa surat panggilan kembali lagi ke 

Polda Lampung, karena menurut pengakuan kurir yang mengirim alamat 

korban atau pelaku sudah ganti, atau sudah tidak  menempati rumah 

di alamat tersebut. Tentunya hal ini menyulitkan pihak Polda Lampung 

untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
83

 

b. Kurangnya personil polisi yang paham tindak pidana ITE 

Saat ini di Polda Lampung sudah ada unit khusus yang menangani kasus 

Cyber crime, namun dikarenakan terbatasnya jumlah personil yang ada 

dan paham tindak pidana ITE. Dengan banyaknya kasus kejahatan cyber 
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crime tentunya membuat personil kepolisian yang paham ITE kewalahan 

dalam menangani kasus-kasus yang terjadi mengakibatkan banyak 

kasus yang belum dapat diselesaikan.
84 

 

Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan upaya. 

1. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo), OJK dan kepolisian dalam mengawasi layanan 

pinjaman online.   Saat  ini OJK melalui satgasnya telah membuat  langkah 

pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal. Hal tersebut dilakukan 

dengan mengumumkan daftar  layanan pinjaman online yang  ilegal kepada 

masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk 

memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak 

kepolisian.
85

 

2. Peningkatan literasi digital masyarakat. 

Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar 

terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat 

mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui 

ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online 

tersebut.  Masyarakat harus pintar dan  waspada sebelum melakukan transaksi 

pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online  ilegal yang tidak 

terdaftar  di OJK.  Saat  ini  Asosiasi Fintech  Pendanaan Bersama  Indonesia 

(AFPBI) telah melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar 

masyarakat memiliki pemahaman tentang cara memilih pinjaman online yang 

aman.
86

 

3. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online 

ilegal. Berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. /POJK.02/2018 

tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat 
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memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar 

secara resmi di OJK (legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain 

selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman online ilegal. 

Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena 

berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman online 

ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan 

konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal.
87

 

4. Perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan 

pinjaman online di OJK. Sama halnya dengan aturan mengenai sanksi, 

berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK juga hanya berwenang 

untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman online yang 

telah terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal dapat 

dimungkinkan muncul akibat mekanisme perizinan di OJK yang sulit. Hal 

tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi 

mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman 

online.
88

 

 

Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai Fintech. 

Penindakan terhadap akun Pinjol ilegal hanya dilakukan secara administratif 

dengan cara menutup pinjol ilegal tersebut. Namun, begitu mudahnya penggunaan 

akses teknologi informasi menjadikanya mudah untuk mendirikan pinjol ilegal baru 

lagi. Hari ini ditutup besok mereka bisa membuat ulang dengan nama baru. Hal 

inilah yang menyebabkan pinjol “tumbuh subur”. Data Kemenkominfo 

menunjukan bahwa, sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021, sebanyak 4.874 akun 

Pinjol Ilegal telah ditutup. Jumlah pengaduan masyarakat  terkait  Pinjol  ilegal 

periode tahun 2019-2021 mencapai 19.711 laporan.
89
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Sejauh ini, dasar hukum pidana yang diterapkan bagi penindakan Pinjol ilegal 

adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Bagi Pinjol ilegal 

yang menyebarkan data pribadi para peminjamnya dapat dijerat dengan Pasal 32 

Jo. Pasal 48 UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 

rupiah). Sedangkan Pinjol ilegal yang melakukan pengancaman secara elektronik 

diancam pidana sebagaimana Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE dengan ancaman 

hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh  juta rupiah).  Apabila dalam proses 

penagihannya sampai dengan melakukan kekerasan fisik, maka dapat dikenakan 

sanksi berdasarkan hukum pidana Pasal 351  tentang  penganiayaan,  Pasal 170 

tentang pengeroyokan, Pasal 368 tentang pengancaman dan pemerasan, dan/atau 

Pasal 335 Ayat 1 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang perbuatan tidak 

menyenangkan.
90

 

 

Selain cara-cara tersebut di atas, dalam proses penagihannya Pinjol ilegal juga 

kerap melakukan tindakan penyebaran konten-konten yang melanggar kesusilaan. 

Tidak jarang konten tersebut adalah hasil manipulasi dengan menggunakan wajah 

korban. Tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat 

(1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
91

 

 

Selain tindakan represif dari APH dan instansi terkait, tentunya proses penegakan 

hukum tidak akan lengkap apabila tidak dibarengi dengan upaya preventif dari 

seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang juga menjadi sasaran konsumen serta 

berpotensi menajdi korban dari pinjol ilegal sebaiknya turut serta meningkatkan 

pemahaman mengenai bagaimana sistem yang berjalan di dalamnya, sehingga tidak 
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mudah tergiur dengan iming-iming kemudahan yang ditawarkan. Bagi masyarakat 

yang hendak melakukan pinjaman sebaiknya dilandasi dengan alasan yang jelas 

serta hanya meminjam pada lembaga keuangan baik konvensional maupun digital 

yang telah terdaftar resmi di OJK. Selain itu harus dilaksanakan upaya perlindungan 

terhadap korban atas perbuatan pidana desk collector fintech ilegal.
92

 

 

Perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria maupun wanita, kaya 

maupun miskin, muda maupun tua karena perlindungan hukum diberikan terhadap 

subyek hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dapat memberikan 

suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap korban 

didasarkan pada KUHP sebagai sumber  hukum  materiil dengan menggunakan 

KUHAP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, kedudukan korban dalam 

KUHP  belum optimal  dibandingkan  dengan  kedudukan  pelaku,  karena  hanya 

memihak kepada pelaku. Selain itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 

tidak dapat dilepaskan perannya dari viktimologi. Secara etimologis viktimologi 

berasal dari bahasa latin yaitu “victima” yang berarti korban dan “logos” yang 

berarti   studi/ilmu   pengetahuan,   sehingga   viktimologi   berarti   ilmu   yang 

mempelajari tentang korban. Viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang viktimisasi, hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi 

antara korban dengan sistem peradilan pidana  dan keterkaitan korban dengan 

kelompok-kelompok sosial yang lain.
93

 

 

Pengertian korban secara yuridis termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan 

Saksi dan Korban yaitu korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

Sementara  korban  atas  penagihan  pinjaman  online  ilegal  dapat  didefinisikan 

sebagai  mereka  yang  mengalami kerugian  baik  materiil  maupun  non  materiil 

sebagai akibat dari kejahatan karena penagihan yang dilakukan oleh desk collector 

yang kegiatan dilakukan tanpa izin/terdaftar pada otoritas berwenang.
94
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Kerugian yang dialami korban sebagai akibat suatu kejahatan tidak hanya berupa 

kerugian materiil atau penderitaan fisik saja, namun yang paling besar pengaruhnya 

adalah dampak psikologis karena korban bisa mengalami trauma yakni terus merasa 

dibayangbayangi oleh masa lalu yang dapat menghalangi aktivitas dalam 

kehidupannya sehari-hari sehingga perlindungan hukum merupakan hal yang 

dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai 

konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugiaan yang dialaminya. Jika dikaitkan 

dengan korban atas penagihan fintech ilegal maka termasuk kedalam korban yang 

sama salahnya dengan pelaku karena korban juga melakukan wanprestasi dalam 

pejanjian pinjam-meminjam uang dan lari dari tanggungjawab, sedangkan pelaku 

melakukan kewajibannya namun dengan cara yang melawan hukum.
95

 

 

Korban dikaitkan dengan tujuh bentuk prespektif tanggungjawab yakni sebagai 

berikut: 

a. Unrelated victims adalah korban yang tidak memiliki hubungan dengan 

pelaku dan ia menjadi korban karena memang potensial sehingga aspek 

tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban; 

b. Provocative victims adalah peranan korban yang memicu terjadinya kejahatan 

sehingga aspek tanggung jawabnya terletak secara bersama-sama antara pelaku 

dan korban; 

c. Participating victims adalah perbuatan korban yang tidak disadari dapat 

mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dalam 

jumlah besar menggunakan ATM dengan waktu yang lama dan tanpa 

pengawalan sehingga menarik perhatian orang untuk merampasnya. Aspek 

tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku; 

d. Biologically weak victim adalah korban kejahatan memiliki fisik yang lemah 

sehingga potensial untuk menjadi korban seperti wanita, anak-anak, dan 

manusia lanjut usia (manula). Aspek tanggungjawabnya terletak pada 

masyarakat atau pemerintah setempat; 
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e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat 

bersangkutan karena kedudukan sosial yang lemah seperti para gelandangan. 

Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada penjahat atau masyarakat; 

f. Self  victimizing  victims  adalah  kejahatan  tanpa  korban  yaitu  korban 

kejahatan yang dilakukan sendiri. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada 

individu; 

g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, 

korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 

konstelasi politik.
96

 

 

Bila dianalisis mengenai beberapa bentuk korban maka sesuai dengan teori dari 

Schafer, korban atas penagihan fintech ilegal menurut peneliti termasuk ke dalam 

bentuk social weak victims karena kedudukan status sosial korban lebih lemah dari 

pelaku (desk collector dan direksi fintech P2PL ilegal) maka dari itu pelaku harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pemberian hak-haknya kepada 

korban. Korban kejahatan ini menimbulkan kecemasan masyarakat dan korban. 

Tidak ada perhatian khusus terhadap  para korban kejahatan  merupakan tanda 

bahwa keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat belum tercapai. Korban 

penagihan oleh fintech ilegal juga menimbulkan permasalahan karena korban/pihak 

keluarga korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya 

yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban, padahal dampak dari perbuatan desk collector ini dapat dirasakan baik 

secara psikis maupun fisik bahkan ada beberapa korban yang frustasi dan 

mengakhiri hidupnya. Jelaslah bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya 

apabila pelaku kejahatan (desk collector) telah dipidana dan diproses tetapi juga 

harus dipenuhi hak-hak korban sebagai pihak pencari keadilan. Sehingga adanya 

perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau 

diharapkan oleh korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan 

dan kerugiaan yang dialaminya.
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Fakta hukumnya bahwa korban hanya sebatas sebagai alat bukti dalam memberikan 

keterangan yaitu sebagai saksi dalam persidangan, rendahnya hukuman pidana 

penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku dan tidak adanya ganti kerugiaan 

(restitusi) yang diberikan oleh pelaku kepada korban adalah bentuk ketidakadilan 

yang dirasakan pihak korban/keluarga korban yang telah mengalami kerugian baik 

materil maupun immateril.
98

 

 

Pemidanaan pelaku  saja tidaklah cukup  untuk memberikan perlindungan pada 

korban tindak pidana penagihan yang dilakukan desk collector fintech P2PL ilegal 

ini karena dalam konsep pendekatan restorative justice, restitusi lebih sesuai 

dengan prinsip restutio in integrum yaitu pemenuhan hak korban kejahatan 

sehingga kembali pada kondisi  semula sebelum kejahatan terjadi,  lain  halnya 

dengan pemidaan yang erat kaitannya dengan konsep pendekatan retributive justice 

atau pembalasan. Penerimaan ganti rugi bagi korban tentunya lebih berarti daripada 

apabila pelaku di penjara, karena khusus untuk korban psikologis dana restitusi 

dapat dialokasikan sebagai dana rehabilitasi. Penyitaan aset perusahaan juga 

merupakan suatu  hal yang  seharusnya dilakukan karena  merupakan  hasil dari 

kejahatan.
99

 

 

Istilah restitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh 

pelaku atau pihak ketiga. Pendapat serupa menyatakan bahwa restitusi lebih 

diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh 

kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang 

diderita korban. Untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari 

aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yakni pihak penyidik dalam 

hal menelaah kerugian korban untuk dimasukan kedalam berkas perkara, penuntut 

umum sebagai perwakilan korban dalam hal menentukan besaran restitusi dalam 

tuntutan, dan salah satu syarat restitusi berupa putusan pengadilan yang dilakukan 

oleh hakim.
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas apabila orang tersebut menderita kerugian 

sebagai akibat dari suatu kejahatan, maka negara memberi kesempatan kepadanya 

untuk mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat tanpa harus melalui proses 

gugatan perdata biasa yakni dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 

kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP serta diatur lebih lanjut dalam 

Undang-Undang   Perlindungan  Saksi  dan   Korban  dan   mengenai  tata  cara 

pelaksananya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 

tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan 

Korban.
101

 

 

Perlu diatur secara rinci dan jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban 

terutama korban atas penagihan fintech P2PL ilegal dalam undang-undang. 

Misalnya dipertimbangkan pula kerugian materil maupun non materil yang diderita 

oleh korban atau keluarga korban dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, 

sehingga korban mendapat pidana ganti rugi yang lebih bermanfaat. Selain 

pemberian ganti kerugian berikut beberapa hak-hak umum lainnya yang diberikan 

kepada korban dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban meliputi: 

a. Memperoleh   perlindungan   atas   keamanan   pribadi,   keluarga,   dan   harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan datang, sedang, atau telah diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Dirahasiakan identitasnya; 

j. Mendapatkan identitas baru; 
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k. Mendapat tempat kediaman sementara; 

l. Mendapatkan tempat kediaman baru; 

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

n. Mendapatkan nasihat hukum; 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir; dan/atau 

p. Mendapatkan pendampingan.
102 

 

Perbuatan desk collector dalam menangih utang dapat dikategorikan telah 

melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat 

dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggungjawab mutlak (strict liability) 

terhadap si pembuat. Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan antara desk 

collector  sebagai karyawan  dari perusahaan,  maka  tanggungjawab  perusahaan 

berdasarkan vicarious liability yang dibebankan kepada pengurus perusahaan 

(direksi) bahwa direksi tidak ditemukannya delik, namun karena kesalahan tersebut 

yang dilakukan pegawainya pihak direksi tetap dapat dimintai pertanggung 

jawaban. Bentuk perllindungan terhadap korban perlu dilakukan oleh LPSK 

meliputi perlindungan secara psikis maupun fisik. Bentuk perlindungan terhadap 

korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman  

online  illegal,  serta  korban  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
103 

 

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat 

di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di 

samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, oleh 

karena itu masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi 

timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 

program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif 

untuk mengatasi masalah tersebut.
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E.H. Sutherland dan Cressesy dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa 

dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk 

mengurangi frekuensi kejahatan yaitu: 

a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu 

cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual. 

b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali , suatu cara yang ditujukan 

kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang 

akan  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  metode  ini dikenal  sebagai  

metode preventif.
105

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki prilaku seseorang 

dinyatakan telah bersalah atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan 

secara pre-emptif, preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga 

bagian pokok, yaitu : 

a. Upaya pre-emtif 

Upaya pre-emtif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Dalam upaya ini yang 

lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang. 

b. Upaya preventif 

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan 

untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih 

baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 

demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki 

penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi 

lagi kejahatan ulang. Upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat 

dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, 

misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping 

itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak 

menimbulkan akses lain. Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana 

upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan 
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suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat 

menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti 

menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya 

perbuatan atau penyimpangan. Disamping itu bagaimana meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah 

tanggungjawab bersama.  

 

c. Upaya Represif 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan 

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan 

sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, kita tidak 

terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem 

peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, 

Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu 

keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional. 

 

Selanjutnya menurut penulis belum optimalnya peran Polri dalam menanggulangi 

tindak pidana yang dilakukan oleh Debt collector terhadap costumer pinjaman 

online karena adanya hambatan-hambatan dan untuk mengoptimalkan peran Polri 

tersebut diperlukan beberapa upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana 

cyber crime. Cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara 

penagihan pinjaman online (daring) ilegal yaitu adanya sinergi kerja sama antara 

Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kominfo), OJK dan kepolisian dalam 

mengawasi layanan pinjaman online, peningkatan literasi digital masyarakat, 

perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online 

ilegal dan perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan 

layanan pinjaman online di OJK.  
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V.   PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  diambil  simpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab pelaku  melakukan pengancaman terhadap nasabah 

adalah lemahnya  regulasi  baik  dari sistem pengawasan  hingga  penegakan  

hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga 

dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga 

perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Oleh karena itu pinjol cukup 

mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor keuangan 

formal lainnya seperti bank, yang biasanya memiliki banyak persyaratan serta 

harus melakukan berbagai verifikasi dokumen, sehingga dalam penagihan 

juga akan dilakukan secara semena-mena. 

2. Bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman online (daring) ilegal 

berupa tindakan penagihan pinjol memakai ancaman kekerasan atau tindakan 

serupa lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur 

dalam KUH Pidana. Kemudian, apabila tindakan “pengancaman” dilakukan 

melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak menggunakan 

ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE. 

3. Cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara 

penagihan pinjaman  online  (daring)  ilegal  yaitu  adanya  sinergi  kerja  

sama  antara Kementerian Komunikasi dan Informatika   (Kominfo), OJK 

dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online, peningkatan 

literasi digital masyarakat, perlunya regulasi terkait  perlindungan bagi 

konsumen layanan pinjaman online ilegal dan perlunya evaluasi mekanisme 

perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi 

mengenai pinjaman online agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari 

penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal dari segi legalitas, suku 

bunga, metode penawaran dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah adanya 

pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup 

melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi. 

Selain itu juga masyarakat diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka 

sebagai pengguna layanan pinjaman online dan upaya yang harus dilakukan 

bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka, khususnya yang mengarah 

pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. 

2. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia dalam menetapkan bentuk perjanjian atau 

dokumen pinjaman online agar isi klausula tidak merugikan pengguna 

layanan. Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyusunan Undang-

Undang  Financial technology sebagai dasar hukum dalam melakukan 

penindakan  terhadap pinjaman online illegal yang merugikan masyarakat. 

3. DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 

Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan penetapan RUU 

Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Dimana perlunya aturan 

lebih lanjut tentang entitas fintech illegal serta pengaturan tentang pentingnya 

keberadaan lembaga pengawas independent sebagai lembaga yang melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran hak atas data pribadi pengguna layanan 

pinjaman online. Selama ini penindakan hanya didasarkan pada KUHP dan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal cakupan 

undang-undang yang ada saat ini terlalu luas dan memiliki celah hukum yang 

sering dimanfaatkan oleh pihak penyedia jasa illegal untuk tetap menjalankan 

praktik jasa layanan pinjaman online tersebut dengan berbagai cara.
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